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Mengingat :

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 159/PMK.04 /2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 108/PMK.04 /2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI

—_

MENTERI KEUANGAN,

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum perlu dilakukan
penyempurnaan ketentuan yang mengatur kriteria mengenai cukai
dianggap tidak dilunasi;

.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor

203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu
dilakukan perubahan format permohonan penyediaan pita cukai hasil
tembakau (P3C) dan format pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-
1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III dan IV Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan
Cukai;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;



Menetapkan:

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang
Pelunasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008
TENTANG PELUNASAN CUKAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
108/PMK. 04/2008 tentang Pelunasan Cukai diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dengan menambah 1 (satu) huruf,
yakni huruf f sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7
(1)Pelekatan pita cukai untuk:

a. hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, dilakukan di dalam
pabrik; atau

b. hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai, dilakukan di negara
asal barang kena cukai, di tempat penimbunan sementara,
dan/atau di tempat penimbunan berikat.

(2)Pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil
tembakau harus:

a. sesuai dengan tarif cukai dan Harga Jual Eceran hasil tembakau
yang ada di dalam kemasan;

b. merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena
cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;

c. utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
d. tidak lebih dari satu keping;

e. dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat
pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil
tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang;
dan

f. dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang
ditetapkan.



(3)Dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi.

2. Lampiran III dan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri
Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari
20009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 30 Januari
2009

MENTERI KEUANGAN

ttd,-

SRI MULYANI
INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Padatanggal 16 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,-

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009

NOMOR 387
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi nomor surat.

Diisi tanggal surat. _

Diisi nama pabrik atau perusahaan yang mengajukan.

Diisi lokasi pabrik atau perusahaan yang mengajukan.
Diisi NPPBKC yang bersangkutan.

Diisi tanggal NPPBKC.

Diisi periode persediaan pita cukai, misalnya: Januari 2010 .

Diisi pengajuan P3C dengan memilih salah satu periode pengajuan di
bawahnya.

Diisi lokasi penyediaan pita cukai dengan memilih salah satu lokasi di
bawahnya.

Diisi nomor urut.
Diisi jenis MMEA yang diajukan penyediaan pita cukainya.

Diisi golongan dan kadar alkohol MMEA yang diajukan penyediaan
pita cukainya.

Diisi volume/isi kemasan MMEA dalam ml/Liter.
Diisi jumlah kemasan MMEA.

Diisi jumlah pesanan pita cukainya dalam lembar.
Diisi kantor dimana P3CM diajukan.

Diisi unit yang menangani P3CM.

Diisi tanda tangan dan nama pejabat bea dan cukai yang
menandatangani P3CM.

Diisi NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani P3CM.
Diisi lokasi P3CM diajukan.
Diisi tanggal P3CM diajukan.

Diisi tanda tangan di atas materai dan nama lengkap importir yang
mengajukan P3CM,

MENTERI KEUANGAN
' ttd.

. SRIMULYANI INDRAWATT
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Diisi oleh KPPBC __.e(1)eer

Nomor I_l { Il |

Tanggal

Kode Kantor :I ‘ I I | |

1. Nama Pabrik/Importir
2. Alamat Pabrik/Importir
3. Nama Pabtik/imposztir
4. NPPBKC

5. Yang Diberi Kuasa

6. Cara Pembayaran

7. Jenis MMEA

8 Golongan Tarif Cukai

Warna Pita Cukai :

) LAMPIRAN IT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMORL59 /PMK. 04/ 2009 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
108/PMKOL/2008 TENTANG PELUNASAN
CUKAL

CK-1A
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Halaman 2

I | Kolom untuk Bendaharawan
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

. _‘3_

PETUNJUK PENGISIAN
Diisi nomor , tanggal penerimaan dokumen, dan kode kantor
penerima dokumen.
Diisi nama pabrik atau perusahaan importir.
Diisi alamat pabrik atau perusahaan importir,
Diisi nama pengusaha p'ébrik atau importir.
Diisi NPPBKC.
Diisi nama yang diberi kuasa.
Diisi jenis MMEA, misainya: whiskey.
Diisi seri pita cukai.
Diisi merek MMEA.
Diisi jumlah kemasan.
Diisi jumlah isi per kemasan.
Diisi tarif cukai berdasarkan golongan MMEA.
Diisi jumlah lembar pita cukai yang dipesan.
Diisi jumlah dalam rupiah.
Diisi jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen pengembalian.
Diisi nilai pengembalian.
Diisi jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Diisi nomor agenda penyerahan pita cukai.

Diisi tanggal penyerahan pita cukai.

Diisi tanda tangan dan nama petugas yang menyerahkan pita cukai.

Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang memberikan persetujuan.

Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun permohonan,

Diisi tanda tangan, nama jelas pemohon, dan stempel perusahaan.

Diisi kantor tempat permohonan diajukan.
Diisi nama dan lokasi perusahaan.

Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan pita cukai.

Diisi dengan angka, jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Diisi dengan huruf, jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Diisi nomor dan tanggal SSPCP.

Diisi berdasarkan data dari buku rekening kredit.



Nomor (32)
Nomor (33)
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Nomor (37)
Nomuor (38)
Nomor (39)
Nomor (40)
Nomor (41)
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MENTER! KEUANGAN
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Diisi tanggal jatuh tempo penundaan.

Diisi jenis jaminan yang diserahkan.

Diisi dengan angka, nilai jaminan yang diserahkan.
Diisi dengan huruf, nilai jaminan )}ang diserahkan.
Diisi nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan.
Diisi kota tempat kantor.

Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

Diisi tanda tangan, nama, NIP, dan stempel kantor.
Diisi nama yang menerima pita cukai. |

Diisi alamat yang mene-rima pita cukai (sesuai tanda pengenal).
Diisi nama perusahaan/nama pengusaha.

Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan.

Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menyerahkan pita
cukai.

Diisi kota, tanggal, bulan, dan tahun diterima.
Diisi tanda tangan dan nama terang penerima pita cukai.
Diisi nama kantor tempat permohonan diajukan.

Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan dan tanggal
penyerahan pita cukai.

Diisi kota, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan pita cukai.

Diisi tanda tangan, nama terang, dan NIP pejabat yang menyetujui
penyerahan.

Salinan ¢ ssuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umnum Yy

u.b.

/?i 4
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